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ABSTRAK

Vince Magdalena Salamena RPL122462201002. TRANSPARANSI ANGGARAN PADA
PENERAPAN SISTEM INFORMAS! BERBASIS WEB DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong, Juni 2026

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menerapkan sistem informasi
transparansi anggaran berbasis web pada KPU Kabupaten Sorong sehingga
informasi anggaran dapat diakses secara cepat, mudah, dan transparan, Metode
yang di gunakan Adalah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Penelitian kualitatif merupakan metode penelitan yang digunakan untuk
memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan
dalam konteks alamiah (Arioen et al., 2023). Menurut (Rachman et al., 2024),
penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang
diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau
kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang
dibangun mampu menyajikan informasi anggaran, laporan realisasi anggaran,
serta dokumen pendukung secara daring sehingga meningkatkan transparansi,
efisiensi pengelolaan informasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun
pihak internal.

Kata Kunci .. Transparansi Anggaran Pada Penerapan Sistem Informasi
Berbasis Web
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1.1

BAB1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa
perubahan signifikan dalam tata kelola organisasi sektor publik, termasuk
lembaga penyelenggara pemilu. Transformasi digital tidak hanya digunakan
untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen
penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pengelolaan
anggaran yang melibatkan dana publik dalam jumliah besar memerlukan sistem
yang mampu memberikan akses informasi secara cepat, akurat, dan terbuka
kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga
independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu memiliki
kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan

dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance.

Transparansi keuangan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai
tingkat akuntabilitas lembaga publik (Supawanhar et al., 2022). Oleh karena itu,
penerapan sistem informasi berbasis web menjadi solusi yang relevan untuk
mendukung  keterbukaan informasi keuangan pemilu.  Sistem  digital
memungkinkan masyarakat mengakses laporan keuangan secara real time
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan
pemilu. Selain 1tu, pemanfaatan teknologi informasi juga sejalan dengan
tuntutan reformasi birokrasi yang mengedepankan keterbukaan informasi publik
dan pelayanan berbasis elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi

transparansi  keuangan merupakan kebutuhan strategis bagi lembaga



penyelenggara pemilu di Indonesia (Stephanie Hidayat et al., 2024).

Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang membutuhkan
dukungan sumber daya keuangan vang besar dalam setiap tahapan
pelaksanaannya (Rajab et al, 2023). Pengelolaan dana pemilu yang tidak
transparan  berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan  seperti
penyalahgunaan anggaran, inefisiensi penggunaan dana, serta menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Berbagai
penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan menjadi
faktor penting dalam menjaga integritas demokrasi dan kualitas tata kelola
pemilu. Pengelolaan anggaran yang terbuka memungkinkan masyarakat,
pengawas pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kontrol
sosial terhadap penggunaan dana publik (Pristianto et al., 2024). Di Indonesia,
kebutuhan terhadap transparansi keuangan semakin meningkat seiring besarnya
anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilu dan pemilihan
kepala daerah. Oleh sebab itu, sistem informasi transparansi keuangan berbasis
web dapat menjadi media yang efektif dalam menyampaikan informasi
penggunaan anggaran kepada publik. Melalui sistem tersebut, laporan keuangan
dapat diakses secara mudah, cepat, dan akurat sehingga mendukung terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tidak hanya menjadi kewajiban
admuinistratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral lembaga
publik kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan (Melyn Anggraini & Ersi

Sisdianto, 2024).

Keterbukaan informasi publik telah menjadi salah satu tuntutan utama
dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap



badan publik wajib menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat
secara transparan dan mudah diperoleh. Dalam pelaksanaan pemilu, prinsip
keterbukaan informasi mencakup berbagai aspek, termasuk informasi mengenai
penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, pada praktiknya masth
terdapat berbagai kendala dalam penyampaian informasi keuangan kepada
masyarakat, seperti keterlambatan publikasi laporan, keterbatasan akses
dokumen, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi yang tenintegrasi.
Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sulit memperoleh informasi yang
komprehensif mengenai penggunaan anggaran pemilu. Pemanfaatan sistem
informasi berbasis web dapat menjadi sarana untuk mengatasi permasalahan
tersebut dengan menyediakan platform digital yang mampu menampilkan
informasi keuangan secara terbuka dan berkelanjutan (Herlin et al., 2020).
Kehadiran sistem tersebut juga dapat mendukung implementas: prinsip
transparansi yang menjadi salah satu fondasi utama good governance. Dengan
demikian, penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web
menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi

publik pada lembaga penyelenggara pemilu (Muaro et al., 2023).

Seiring berkembangnya konsep e-government, berbagai instansi
pemerintah mulai mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses
administrasi dan pengelolaan keuangan. E-government tidak hanya berfungsi
sebagai sarana digitalisasi layanan publik, tetap: juga sebagai instrumen untuk
meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi sektor publik.
Dalam lingkungan KPU, berbagai inovasi digital telah diterapkan, seperti Sistem
Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik

(SIREKAP), dan berbagai aplikasi pendukung penyelenggaraan pemilu lainnya.



Keberhasilan implementasi sistem-sistem tersebut menunjukkan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemilu
secara kescluruhan. Namun demikian, aspek transparansi keuangan masth
memerlukan penguatan melalui sistem yang secara khusus dirancang untuk
mengelola dan menyajikan informasi keuangan kepada publik. Penerapan sistem
informasi transparansi keuangan berbasis web diharapkan mampu memperluas
cakupan digitalisasi KPU sehingga tidak hanya berfokus pada aspek teknis
pemilu, tetapi juga pada pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Dengan adanya sistem tersebut, proses monitoring dan evaluasi penggunaan
dana pemilu dapat dilakukan secara lebih efektif oleh berbagai pihak yang

berkepentingan.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, transparansi dan akuntabilitas
merupakan dua prinsip fundamental yang saling berkaitan dalam pengelolaan
keuangan organisasi pemerintah (Supardi et al., 2023). Transparansi mengacu
pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui
bagaimana anggaran direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, akuntabilitas menckankan pada kewajiban organisasi untuk
mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik kepada pihak

yang memberikan mandat.

KPU sebagai lembaga yang mengelola dana negara dalam pelaksanaan
pemilu dituntut untuk menerapkan kedua prinsip tersebut secara optimal.
Ketersediaan sistem informasi keuangan berbasis web dapat membantu
penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, terdokumentasi dengan baik,
serta mudah diakses oleh masyarakat. Selain meningkatkan kualitas informasi

keuangan, sistem tersebut juga dapat memperkuat pengendalian internal dan



mengurangi risiko kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran.
Oleh karena itu, penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web
menjadi bagian penting dalam mendukung praktik akuntanst sektor publik yang

modern dan berorientasi pada akuntabilitas publik (Andniyan et al | 2024).

KPU Kabupaten Sorong sebagai salah satu penyelenggara pemilu di
tingkat daerah memiliki peran penting dalam mengelola anggaran pemilu vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana
hibah pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Besarnya anggaran yang dikelola menuntut adanya sistem pengelolaan dan
pelaporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,
Selain itu, karakteristik geografis Kabupaten Sorong yang memiliki wilayah
cukup luas menuntut pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat
distribusi dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Kehadiran sistem
informasi transparansi keuangan berbasis web dapat menjadi sarana efektif
dalam menyediakan akses informast keuangan tanpa dibatasi oleh jarak dan
waktu. Melalui platform digital, masyarakat dapat memperoleh informasi terkait
penggunaan anggaran pemilu secara lebih mudah dibandingkan melalui metode
konvensional. Dengan demikian, sistem informasi berbasis web berpotensi
meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap KPU Kabupaten Sorong sebagai lembaga penyelenggara

pemilu yang profesional dan akuntabel.

Meskipun teknologi informasi menawarkan berbagai manfaat,
implementasinya dalam pengelolaan keuangan publik masih menghadapi
sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber

daya manusia, infrastruktur teknologi, serta kesiapan organisasi menjadi faktor



yang memengaruhi efektivitas penerapan sistem informasi keuangan.
Permasalahan seperti keterbatasan kompetensi pengguna, kesalahan input data,
dan integrasi sistem yang belum optimal sering kali menjadi hambatan dalam
menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Dalam konteks KPU,
kendala tersebut dapat berdampak pada keterlambatan pelaporan dan
menurunnya akurast informast yang disampaikan kepada publik. Oleh karena
itu, penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web tidak hanya
memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan
komitmen organisasi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi.
Evaluasi terhadap penerapan sistem informas: menjadi penting untuk
mengetahui sgjauh mana sistem tersebut mampu memenuhi kebutuhan
transparanst dan akuntabilitas keuangan pemilu. Penelitian mengenai
implementast sistem informasi transparansi keuangan di KPU Kabupaten
Sorong diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas
pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kelola keuangan

pemilu.

Tren digitalisasi transparansi keuangan politk dan pemilu terus
berkembang sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas demokrasi.
Berbagai lembaga internasional menckankan pentingnya publikasi data
keuangan secara digital karena mampu meningkatkan aksesibilitas informasi,
mempercepat pengawasan publik, dan mengurang: peluang terjadinya korupsi
politik (Mihadi Putra et al., 2024). Transparansi keuangan berbasis digital
memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara real time serta
memudahkan lembaga pengawas dalam melakukan monitoring terhadap

penggunaan dana publik (Achmad et al., 2025). Selain itu, perkembangan



teknologi informasi juga mendorong lahimya konsep open government dan open
data yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai instrumen utama dalam
membangun kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut, penerapan sistem
informasi transparansi keuangan berbasis web pada KPU Kabupaten Sorong
menjadi relevan dengan praktik internasional yang mendorong digitalisasi tata
kelola keuangan pemilu. Langkah im tidak hanya mendukung peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat posisi KPU sebagai
lembaga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan demokrasi

modern (Pramudyawardhani & Munari, 2023).

Penelitian mengenai sistem informasi transparansi keuangan pemilu masih
relatif terbatas dibandingkan penelitian tentang sistem informasi pemilih atau
rekapitulasi suara elektronik. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus
pada aspek akuntabilitas pengelolaan anggaran, transparansi laporan dana
kampanye, atau efektivitas sistem informasi administrasi pemilu. Sementara itu,
kajlan yang secara khusus membahas penerapan sistem informasi transparansi
keuangan pemilu berbasis web pada tingkat KPU kabupaten masih belum
banyak dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang
menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam perspektif akuntansi sektor
publik dan sistem informasi akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat
membenkan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur mengenai
transparansi keuangan publik berbasis tcknologi informasi. Selain itu, hasil
penelitian juga dapat menjadi referensi bagi lembaga penyelenggara pemilu
dalam merancang sistem informasi yang mampu meningkatkan kualitas

pengelolaan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu berfokus pada transparansi dan



akuntabilitas keuangan sektor publik secara umum, implementasi e-government,
sistem informasi keuangan daerah, serta pengelolaan dana kampanye dan dana
hibah pemilu (Dahlia et al., 2025; Marcella et al., 2022, Mazzoli & Baiocco,
2025). Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan Sistem
Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten, khususnya di KPU
Kabupaten Sorong, masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya umumnya
hanya menilai aspek akuntabilitas laporan keuangan atau efektivitas penggunaan
sistem informasi internal tanpa mengintegrasikan dimensi keterbukaan
informasi publik yang dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui platform
berbasis web. Oleh karena itu, terdapat research gap berupa minimnya kajian
mengenai pemanfaatan teknologi informasi scbagai sarana transparansi
keuangan pemilu yang menghubungkan pengelolaan keuangan, akuntabilitas

publik, dan aksesibilitas informasi secara digital.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis penerapan
sistem informasi transparansi keuangan pemilu berbasis web sebagat instrumen
akuntabilitas publik pada lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah,
dengan fokus pada KPU Kabupaten Sorong. Penelitian im tidak hanya
mengevaluasi  fungsi sistem dari perspektif teknis, tetapi juga menilai
kontribusinya terhadap transparansi, kepercayaan publik, dan tata kelola
keuangan pemilu yang sesuai dengan prinsip good governance dalam konteks

penyelenggaraan demokrasi digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transparansi keuangan
merupakan aspek penting dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan

kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Perkembangan teknologi



1.2

1.3

informasi memberikan peluang besar bagi KPU untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi melalui penerapan sistem informasi transparansi keuangan
berbasts web. KPU Kabupaten Sorong sebagai penyelenggara pemilu di tingkat

daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital guna mendukung

keterbukaan informasi dan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Selain menjawab tuntutan regulasi mengenai keterbukaan informasi
publik, sistem tersebut juga dapat menjadi sarana penguatan pengawasan
masyarakat terhadap penggunaan anggaran pemilu. Oleh karena itu, penelitian
dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu
Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong” menjadi penting untuk dilakukan
guna menganalisis bagaimana implementasi sistem terscbut dalam mendukung
transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan pemilu.

Romusan Masalah

Sebagaimana yang telah divraikan dalam bagian latar belakang

permasalahan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu
Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong?

2. Apakah bentuk sistem tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan kevangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong?

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Sistem
Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU

Kabupaten Sorong?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai dalam penelitian.



Tujuan penelitian biasanya berusaha menjawab permasalahan yang diteliti.

1.

Untuk menganalisis bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan

Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong.

Untuk mengetahui peran Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu
Berbasis Web dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor
penghambat dalam penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan

Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong.

1.4 Manfaat Penelitian

I.

Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang
Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi Akuntansi yang berkaitan
dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada lembaga
publik. Selain itu, penclitian ini dapat memperkaya literatur mengenai
penerapan sistem informasi berbasis web dalam mendukung keterbukaan
informasi keuangan pemilu serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya
yang ingin mengkaji topik serupa terkait digitalisasi tata kelola keuangan

publik dan implementasi e-government.
Manfaat Praktis

Bagi KPU Kabupaten Sorong. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan masukan bagi KPU Kabupaten Sorong dalam meningkatkan
kualitas penerapan Sisttm Informasi Transparansi Keuangan Pemilu

Berbasis Web.,
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b. Bagi Masyarakat. Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi
mengenal  pentingnya transparansi pengelolaan keuangan pemilu serta
meningkatkan pcmahaman masyarakat terhadap akses informasi publik yang

disediakan oleh KPU.

c. Bagi Pemerintah dan Lembaga Publik. Penelitian dapat menjadi referensi
bagi pemerintah maupun lembaga publik lainnya dalam mengembangkan
sistem informasi transparansi keuangan berbasis web sebagai sarana
meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Temuan
penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait

digitalisasi tata kelola keuangan sektor publik.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi sumber referensi ilmiah dan bahan kajian bagi mahasiswa,
akademisi, maupun peneliti yang tertarik pada bidang Akuntansi Sektor
Publik, Sistem I[nformasi Akuntansi, e-Government, dan transparansi
keuangan publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
dasar untuk penelitian lanjutan dengan objek, metode, maupun variabel yang
berbeda.

€. Bagi Penulis. Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan dan

mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan,
khususnya terkait Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi Akuntansi.

il



BABIT
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Transparansi

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, transparansi memiliki hubungan
yang erat dengan pengelolaan keuangan negara karena setiap penggunaan
anggaran publik harus dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Transparansi keuangan diwujudkan melalui penyajian laporan
keuangan yang terbuka, lengkap, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku
kepentingan. Menurut (Prihatminingtyas et al.,, 2021), transparansi keuangan
merupakan keterbukaan organisasi publik dalam menyampaikan informasi terkait
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran kepada
masyarakat. Informasi keuangan yang transparan memungkinkan masyarakat
untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta mendorong
terciptanya pengawasan publik yang lebih baik. Selain itu, transparansi juga
berperan dalam mengurangi risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme karena setiap
aktivitas pengelolaan keuangan dapat dipantau oleh publik. Dalam
penyelenggaraan pemilu, transparansi keuangan menjadi sangat penting
mengingat dana yang digunakan berasal dari anggaran negara sehingga
penggunaannya harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan
informasi publik (Hardianti Marsawal et al., 2021). Oleh karena itu, penerapan

sistem informasi berbasis teknologi menjadi salah satu strategi yang efektif untuk
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2.1.2.

meningkatkan transparansi pengelolaan kevangan pemiiu.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik
transparansi dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih terbuka
dan mudah diakses. Pemanfaatan sistem informasi berbasis web memungkinkan
lembaga publik menyajikan informasi keuangan secara real time sehingga
masyarakat dapat memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja tanpa
dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut United Nations (2022), digitalisasi
informasi publik melalui platform elektronik dapat meningkatkan transparansi,
efisiensi pelayanan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, sistem informasi transparansi
keuangan berbasis web dapat digunakan sebagai sarana publikasi laporan
keuangan, realisasi anggaran, dan informasi penggunaan dana pemilu secara
terbuka kepada masyarakat. Keberadaan sistem tersebut tidak hanya
meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik
terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan uraian tersebut,
transparanst dapat dipahami sebagai keterbukaan informasi yang disampaikan
secara jujur, lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai
bentuk pertanggungjawaban lembaga publik dalam menjalankan tugas dan fungsi

pengelolaan sumber daya negara (Ekawaty & Kayko, 2023).

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang menekankan

kewajiban setiap organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan
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seluruh aktivitas, kebijakan, serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya kepada masyarakat sebagai pemberi mandat (Alfiah et al., 2023).
Akuntabilitas lahir dan hubungan antara pihak yang memberikan amanah
{principal) dengan pihak yang menerima amanah (agent), dimana pihak penerima
amanah memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan
segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan tugasnya. Dalam organisasi
sektor publik, akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa
pengelolaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo
(2021), akuntabilitas publik adalah kewajiban pthak pemegang amanah untuk
memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan, dan
mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak
pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana lembaga
publik menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu, akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan

masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, akuntabilitas tidak hanya
berfokus pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup
pertanggungjawaban terhadap pencapaian program, penggunaan anggaran,
kualitas pelayanan publik, dan hasil yang diperoleh dan pelaksanaan kegiatan
pemerintah (Rahma Sari Pane & Kamilah, 2023). Akuntabilitas merupakan

kewajiban organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan
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keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas yang baik dapat
diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dapat
dipercaya, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Rahmawati

Trisnanda et al., 2022).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, akuntabilitas menjadi sangat
penting karena dana yang digunakan berasal dan APBN maupun APBD yang
merupakan bagian dari dana publik. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu
wajib mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada
pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban
tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja,
publikasi informasi penggunaan anggaran, serta penyediaan akses informasi
kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu lembaga, maka

semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam
praktik akuntabilitas sektor publik. Saat ini, pertanggungjawaban tidak hanya
dilakukan melalui laporan tertulis, tetapi juga melalui berbagai sistem informasi
digital yang memungkinkan informasi disampaikan secara cepat, akurat, dan
transparan kepada masyarakat. Menurut /nternational Federation of Accountants
(2021), pemanfaatan teknologi digital dalam sektor publik dapat meningkatkan
akuntabilitas karena memungkinkan proses pencatatan, pelaporan, pengawasan,
dan evaluas: dilakukan secara lebih efektif dan terintegrasi. Dalam penelitian ini,

penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada
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2.1.3.

KPU Kabupaten Sorong merupakan salah satu bentuk implementasi akuntabilitas
publik berbasis teknologi informasi. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat
memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran pemilu secara terbuka
sehingga dapat meningkatkan pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan
pemilu. Dengan demikian, akuntabilitas dalam penelitian ini dipahami sebagai
kemampuan KPU Kabupaten Sorong dalam mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan pemilu secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis web

sebagat sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

Sistem Informasi Transparansi Keuangan Berbasis Web

Sistem informasi transparansi keuangan berbasis web merupakan suatu
sistem informasi yang memanfaatkan teknologi internet untuk mengelola,
menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan kepada pengguna
secara elektronik (Saputra & Ramadhani, 2021). Sistem ini dirancang untuk
memudahkan organisasi dalam menyampaikan informasi keuangan secara cepat,
akurat, transparan, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2021), sistem informasi
merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan untuk
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna
mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Dalam sektor
publik, sistem informasi berbasis web memiliki peran penting dalam mendukung

prinsip transparansi karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses
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terhadap informasi keuangan secara terbuka tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Melalui jaringan internet, informasi vang sebelumnya hanya dapat diperoleh
melalui prosedur administratif tertentu kini dapat diakses secara langsung olch
masyarakat sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik (Sokid &

Isa Martinus, 2023).

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong organisasi sektor
publik untuk mengubah pola penyampaian informasi dari sistem konvensional
menjadi sistem digital berbasis web. Menurut United Nations (2022), pemanfaatan
teknologt digital dalam pelayanan publik mampu meningkatkan efisiensi
administrasi, transparansi pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam proses
pengawasan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan, sistem informasi
berbasis web memungkinkan laporan keuangan, rcalisasi anggaran, dan berbagai
informasi terkait penggunaan dana publik dipublikasikan secara real time sehingga
masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung (Igbal & Fridayani,

2022).

Selain meningkatkan transparansi, sistem berbasis web juga dapat
mengurangi biaya administrasi, mempercepat penyampaian informasi, serta
meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan data keuangan. Oleh karena
itu, banyak lembaga pemerintah mulai mengembangkan sistem informasi
keuangan berbasis web sebagai bagian darn transformasi digital dan implementasi

electronic government (e-government).

Sistem Informasi Transparanst Keuangan Pemilu Berbasis Web dipahami

sebagai suatu platform digital yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sorong untuk
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menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan pemilu kepada
masvarakat secara terbuka. Sistem tersebut berfungsi sebagai media komunikasi
antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam rangka mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu. Menurut Richardus
Eko Indrajit (2021), sistem informasi publik yang berbasis web dapat
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan karena memungkinkan informasi
tersedia secara lebih cepat, mudah diakses, dan terdokumentasi dengan baik.
Dengan adanya sistem informasi transparansi keuangan berbasis web, masyarakat
dapat mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran pemilu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik
terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, keberadaan sistem
informast transparansi keuangan berbasis web menjadi salah satu instrumen
penting dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan pemilu yang

transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.

2.2 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu
| No | Nama Peneliti | Tahun | Judul Penelitian Metode Hasil
Penelitian Penelitian
1 | Ferdana 2021 |} Usaha KPU Kualitatif SILON
Femiliona Mempertahankan meningkatkan
Prinsip Transparansi transparansi
pada Proses informasi
Pencalonan melalui pencalonan
SILON secara digital.
2 | M. Yusuf 2021 | Analisis Sistem Kualitatif Sistem
Saputra & Informasi Akuntansi mformasi
Arisman Keuangan dalam akuntansi
Meningkatkan meningkatkan
| kualitas
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Kualitas Laporan

laporan

Keuangan KPU keuangan.

M.1 Santini 2022 | Menakar Kualitatif Sistem
Rekonsilias: berbasis web
Laporan Keuangan meningkatkan
Berbasis Web pada efektivitas
KPU Provinsi Bali rekonsiliasi

laporan
keuangan.,

H.M. Shahib 2022 i Akuntabilitas dan Deskriptif Transparansi
Transparansi dan
Anggaran akuntabilitas
Pemerintah di berpengaruh
Indonesia terhadap tata

kelola
pemerintahan.

S.S. Zulaicha 2023 | Pengembangan Research and | Sistem
Sistem Informasi Development | berbasis web
Akuntansi Berbasis mempermudah
Web proses

pelaporan
keuangan.

E. Kumiawati | 2024 | Analisis Sistem Kualitatif Kualitas SDM
Informasi Keuangan memengaruhi
pada KPU Sumatera efektivitas
Selatan sistem

informasi
keuangan.

FY. 2024 | Evaluation of Literature Transparansi

Parindingan Transparency and Review dan
Accountability of akuntabilitas
Regional Financial mendukung
Management good

governance.

I. Jaya 2024 ! Pengaruh Penerapan | Kuantitatf | E-government
E-Government, meningkatkan
Akuntabilitas, dan transparansi
Transparansi dan
terhadap kepercayaan
Kepercayaan publik.
Masyarakat

JH. 2025 | Implementasi E- Kualitatsf E-government

Simanjuntak Government dalam meningkatkan
Mewujudkan keterbukaan
Transparanst informasi
Informasi Publik publik.
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10 { M.A. Hasyim | 2025 | Implementasi E- Studi Sistem digital
Government untuk | Literatur meningkatkan
Transparansi transparansi
Laporan Keuangan laporan

keuangan.

I1 | L Sulastri 2025 | Pengaruh E- Kuantitatif | E-government
Government meningkatkan
terhadap akuntabilitas
Transparansi dan dan
Akuntabilitas transparansi.
Keuangan Publik

12 | N.N. Padang 2025 | Pengaruh Kuantitatif | Transparansi
Akuntabilitas dan berpengaruh
Transparansi positif
terhadap Kualitas terhadap
Laporan Keuangan kualitas
Pemerintah laporan

keuangan.

13 | D.E.R. Purba 2025 | Pengembangan Research and | Sistem

dkk. Sistem Informasi Development | mendukung
Transparansi keterbukaan
Anggaran dan pengelolaan
Pendanaan Berbasis anggaran,
Web
14 | Marcella Eka 2025 | Transparansi dan Kualitatif Transparansi
Wistiaulia Akuntabilitas dalam dan
Proses Rekapitulasi akuntabilitas
Suara Pilkada menjadi faktor
utama
integritas
pemilu.
15 1 G.AD. 2025 | Analisis Strategis E- | Kualitatif Digitalisasi
Puspasari Government dalam meningkatkan
Pengelolaan efisiensi dan
Keuangan Publik transparansi
keuangan
publik.

16 | Transparency 2025 | Dagital Disclosure of | Comparative | Transparansi

International Political Finance Study digital
meningkatkan
keterbukaan
pendanaan
politik.

17 | Transparency 2025 | Towards Standards | Discussion | Transparansi

International for Integrity in Paper memperkuat

Political Finance integritas

20




keuangan

politik.

18 | European 2025 | The Financial Policy Sistem
Parliament Transparency Analysis transparansi
Research System meningkatkan
Service akuntabilitas

penggunaan
dana publik.

19 | Commonwealth | 2025 | Financial Policy Transparansi
Parliamentary Transparency in Research meningkatkan
Association Pariiaments and legitimasi

Elections lembaga
demokrasi.

20 | Transparency 2025 | Indonesian Political | Policy Study | Masih terdapat
International Finance Integrity kesenjangan
Indonesia Assessment transparansi

dalam
pelaporan
dana politik.

21 | Mahmood 2022 | Good Governance Comparative | Transparansi
Khosrowjerdi and National Study informasi

Information berhubungan

Transparency dengan
kualitas good
governance.

22 | Miri Zilka dkk. | 2022 | Transparency, Case Study | Transparansi

Govermnance and sistem digital

Regulation of meningkatkan

Algorithmic Tools kepercayaan
publik.

23 | Mehdi Barati 2023 | Open Government | Literature Open

Data Programs and | Review government

Information Privacy data

Concerns meningkatkan
transparansi
pemerintahan.

24 | Febrian & 2024 | KemenkeuGPT: Mixed Teknologi
Figueredo Leveraging Method digital

Government meningkatkan

Financial Data keterbukaan
data keuangan
pemernintah.

25 | Intemnational 2023 | Transparency and Kualitatif Transparansi
Journal of Accountability of dan
Scientific Financial akuntabilitas
Research menjadi faktor
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\ Management of penting dalam
Political Partics pengelolaan
keuangan
politik.

23 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian berfokus pada penerapan Sistem Informasi Transparansi
Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong sebagai upaya
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu. Sistem
informasi berbasis web diharapkan mampu memberikan kemudahan akses,
keterbukaan informasi, dan penyajian data keuangan yang lebih efektif kepada
masyarakat. Transparansi yang tercipta melalui sistem tersebut selanjutnya dapat
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu karena setiap

penggunaan anggaran dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
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Dalam implementasinya, terdapat faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor
penghambat yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem informasi
tersebut, bagaimana kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas
keuangan pemilu, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya dalam

mendukung terwujudnya prinsip good governance pada KPU Kabupaten Sorong.
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3.1.

3.2,

BAB 111
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penglitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan
untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif
partisipan dalam konteks alamiah (Arioen et al., 2023). Menurut (Rachman et al,,
2024), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang
diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial atau
kemanusiaan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara
sistematis dan faktual mengenai penerapan sistem informasi transparansi
keuangan pemilu berbasis web pada KPU Kabupaten Sorong.

Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian didasarkan pada tujuan
penelitian yang ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai
implementasi sistem informasi transparansi keuangan, faktor pendukung dan
penghambat penerapan sistem, serta kontribusinya terhadap transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu. Dengan demikian, metode ini dinilai
paling sesuai untuk mengkaji fenomena yang terjadi secara langsung di

lingkungan KPU Kabupaten Sorong.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada KPU Kabupaten Sorong, Provinsi Papua
Barat Daya  Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan

mempertimbangkan bahwa KPU Kabupaten Sorong merupakan lembaga

penyclenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kevangan
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3.3.

pemilu serta memiliki sistem informasi yang mendukung keterbukaan informasi

publik.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung sclama tiga bulan yang
mencakup kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data, hingga
penyusunan laporan penelitian. Menurut (Ryal Fadh, 2021), penentuan lokasi
penelitian harus disesuaikan dengan fokus penelitian agar data yang diperoleh

dapat menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam.

Desain Penelitian

DESAIN PENELITIAN

{Penerapan Sistem informasi Transparansi Keuangan
Pemilu Barbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong)

1. RUMUSAN MASALAH
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3.4.

3.5.

Subjek Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu
yang dianggap mengetahui dan memahami masalah yang diteliti.

Menurut (Sugiyono, 2001), purposive sampling merupakan teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh

dapat lebih representatif sesuai kebutuhan penelitian. Informan penelitian terdiri

dari:

No Informan Keterangan

1 Ketua KPU Kabupaten Sorong 1 Orang

2 Sekretaris KPU Kabupaten Sorong 1 Orang

3 | Kasubag Keuangan I Orang

4 Operator Sistem [Informasi 1 Orang

5 | Akademisi 2 Orang

6 | Staf Keuangan 2 Orang

7 | Masyarakat/Pengguna Informasi 2 Orang
Teknik Pengumpuian Data

a. Observasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung
penggunaan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web
pada KPU Kabupaten Sorong. Menurut Lexy J. Moleong (2022), observasi
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan

langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat

mengenai fenomena yang diteliti.

b. Wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview)
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3.6.

menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Menurut Creswell dan
Creswell (2023), wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh
informast yang lebih luas mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi

informan terhadap suatu fenomena.

¢. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan sistem informasi yang digunakan
oleh KPU Kabupaten Sorong. Menurut Sugtyono (2023), dokumentasi
merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan, arsip, laporan, foto,
maupun dokumen lain yang mendukung penelitian.

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2022), Kualitas data yang dihasilkan dan penelitian
dipengaruhi oleh dua faktor utama yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu
kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen
penelitian merupakan perangkat yang digunakan dalam pengumpulan data agar
proses tersebut bisa berlangsung lebih efisien dan menghasilkan data yang lebih
akurat, cermat, komprehensif, serta terstruktur, schingga lebih gampang untuk

diproses dan dianalisis.

Menurut Molcong (2022), dalam penelitian kualitatif instrumen utama
adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan dalam menentukan
fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan

menyimpulkan hasil penelitian,

Instrumen pendukung yang digunakan meliputi: a) Pedoman wawancara.
b) Lembar observasi. ¢) Alat perekam suara, d) Kamera dokumentasi, e} Laptop

dan alat tulis.
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3.7.

Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis
interaktif vang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan
Johnny Saldafia (2019). Model analisis interaktif dipilih karena mampu
memberikan gambaran yang sistematis mengenai proses pengolahan data
penelitian kualitatif mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.
Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak data mulai dikumpulkan
sampal penelitian selesai schingga memungkinkan peneliti memperoleh
pemahaman yang mendalam mengenai penerapan Sistermn Informasi Transparansi

Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaiia (2019), analisis data kualitatif
terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara interaktif dan
berkesinambungan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data
(data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and

verification).
a. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan,
menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang
diperoleh dari hasi! wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini,
peneliti melakukan proses pengelompokan data berdasarkan fokus penelitian
schingga data yang tidak relevan dapat disisihkan dan data yang relevan dapat
dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, kondensasi data

dilakukan melalui beberapa tahapan, vaitu:
1) Transkripsi Data. Seluruh hasil wawancara yang diperoleh dari informan
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ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan secara lengkap untuk memudahkan

proses analisis.

2) Pengkodean Data (Coding). Peneliti memberikan kode terhadap data yang

memilikt tema atau makna yang sama. Misalnya:
TK = Transparansi Keuangan
AK = Akuntabilitas Keuangan
SI = Sistem Informasi
FP = Faktor Pendukung
FH = Faktor Penghambat

3) Kategorisasi Data. Data yang telah diberi kode kemudian dikelompokkan
berdasarkan tema penclitian, seperti penerapan sistem, manfaat sistem,

transparansi informasi, dan hambatan implementasi.

4) Reduksi Data. Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian disisihkan,

sedangkan data yang relevan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut.

Melalui proses kondensasi data. peneliti dapat memusatkan perhatian pada
informasi yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Transparansi

Keuangan Pemilu Berbasis Web di KPU Kabupaten Sorong.
b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data dikondensasi, tahap berikutnya adalah penyajian data.
Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami keseluruhan
informasi yang telah diperoleh sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih

mendalam.
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Menurut Miles, Huberman, dan Saldafia (2019), penyajian data

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis schingga

memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam

penelitian ini, data disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1)

2)

Narasi Deskriptif. Data hasil wawancara dan observasi disajikan dalam bentuk
uraian atau deskripsi yang menjelaskan kondisi nyata mengenai penerapan

sistem informasi transparansi keuangan pemitu di KPU Kabupaten Sorong.

Matriks Data. Peneliti menyusun matriks untuk membandingkan hasil
wawancara dari berbagai informan sehingga memudahkan proses identifikasi

kesamaan dan perbedaan informasi. Contoh matriks:

Tabel 3.7 Matriks Informan

Fokus Penelitian

Informan 1

Informan 2

Informan 3

Transparansi Keuangan

Baik

Baik

Cukup

Akses Informasi

Mudah

Mudah

Mudah

Kendala Sistem

Jaringan

SDM

Jaringan

Tabel dan Dokumen Pendukung. Daia dokumentasi berupa laporan
keuangan, tangkapan layar sistem, serta dokumen kebijakan disajikan dalam
bentuk tabel dan lampiran untuk memperkuat hasil analisis. Penyajian data
yang sistematis akan membantu peneliti memahami hubungan antar data
serta mempermudah proses penarikan kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and

Verification)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan
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verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang
telah disajikan untuk menemukan makna, pola, hubungan, dan keterkaitan antar
temuan penelitian.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada awal
proses pengumpulan data dan dapat berubah apabila ditemukan bukti baru yang
lebih kuat selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu, setiap kesimpulan
yang diperoleh harus diverifikasi secara terus-menerus agar memiliki tingkat
validitas yang tinggi. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan melalui:

1) Membandingkan hasil wawancara antar informan untuk memastikan
konsistensi informasi.

2) Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan di
lapangan.

3) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen pendukung seperti
laporan keuangan, laporan kegiatan, dan dokumen sistem informasi.

4) Melakukan triangulasi data untuk menguji kebenaran dan kredibilitas
temuan penelitian.

Berdasarkan proses tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan
mengenai:

1) Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web
pada KPU Kabupaten Sorong.

2) Peran sistem dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan
pemilu.

3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem.

4) Efektivitas sistem dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
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3.8,

Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspck yang
sangat penting karena data yang diperoleh bersumber dari pengalaman, persepsi,
dan informasi yang disampaikan oleh informan. Oleh karena itu, diperlukan
suatu teknik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat,
dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Menurut Lexy J. Moleong (2022), keabsahan data adalah upaya yang dilakukan
peneliti untuk menjamin bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas
yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu
teknik yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menguji
keabsahan data adalah tekmk triangulasi.

Trniangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memantaatkan berbagai sumber, metode, maupun waktu pengumpulan data
scbagai alat pembanding terhadap data yang diperoleh. Menurut Moleong
(2022), tnangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data
melalul proses pengecekan silang (cross check) terhadap informasi yang
diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data
dilakukan menggunakan tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber,
triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara
membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari
berbagai informan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui
tingkat konsistensi data yang diberikan oleh masing-masing informan
schingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih objektif dan

akurat. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan
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membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ketua KPU
Kabupaten Sorong, Sekretaris KPU Kabupaten Sorong, Kasubbag
Kenangan, Operator Sistem Informasi, Staf Keuangan, serta masyarakat atau
pengguna informasi keuangan. Informasi yang diberikan oleh masing-
masing informan kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian maupun
perbedaan pandangan mengenai penerapan Sistem Informasi Transparansi
Keuangan Pemilu Berbasis Web. Sebagai contoh, apabila Ketua KPU
menyatakan bahwa sistem informasi telah mampu meningkatkan
transparansi kcuangan, maka informasi tersebut akan dibandingkan dengan
hasi! wawancara dari Kasubbag Keuangan, operator sistem, dan masyarakat
secbagal pengguna informasi. Apabila informasi yang diberikan
menunjukkan kesamaan, maka data tersebut dapat dianggap memiliki
tingkat kredibilitas yang tinggi. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi
sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek
data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda schingga
dapat diperoleh tingkat kepercayaan data yang lebih baik.

Triangulasi  Teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara
membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan
data terhadap sumber yang sama. Teknik ini bertujuan untuk memastikan
bahwa data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu metode
pengumpulan data, tetapi didukung oleh metode lainnya. Dalam penelitian
ini, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari wawancara dengan
informan akan dibandingkan dengan hasil pengamatan langsung di lapangan

serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan sistem
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informasi yang digunakan. Sebagai contoh, apabila informan menyatakan
bahwa laporan keuangan pemilu telah dipublikasikan secara berkala melalut
sistem berbasis web, maka peneliti akan melakukan observasi terhadap
sistem tersebut dan memeriksa dokumen atau arsip publikasi laporan
keuangan yang tersedia. Apabila hasil wawancara, observasi, dan
dokumentast menunjukkan informasi yang sama, maka data tersebut
dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Melalui triangulasi
teknik, peneliti dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bias yang muncul
apabila hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data. Dengan
demikian, hasil penelitian akan menjadi lebih kuat dan dapat dipercaya.

Triangulasi Waktu. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan
pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk mengetahw konsistensi
informasi yang diberikan oleh informan. Menurut Sugiyono (2023), data
yang diperoleh pada waktu tertentu dapat berbeda dengan data yang
diperoleh pada waktu lainnya karcna dipengaruhi oleh kondisi, situasi,
maupun persepsi informan saat memberikan informasi. Dalam penelitian ini,
triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang proses wawancara atau
observasi pada waktu yang berbeda terhadap informan yang sama.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap
konsisten dan tidak mengalami perubahan vang signifikan. Sebagai contoh,
peneliti dapat melakukan wawancara awal dengan Kasubbag Keuangan
mengenal mekanisme publikasi laporan keuangan melalui sistem berbasis
web. Selanjutnya, pada kesempatan lain peneliti kembali melakukan
konfirmasi terhadap informasi tersebut untuk memastikan kesesuaiannya.

Apabila informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda menunjukkan
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hasil yang relatif sama, maka data tersebut dianggap memiliki tingkat
kepercayaan yang tinggi. Selain itu, triangulasi waktu juga dilakukan dengan
membandingkan data yang diperoleh pada tahap awal penelitian dengan data
yang diperoleh pada tahap akhir penelitian. Langkah ini penting untuk
mengetahui apakah terdapat perubahan dalam penerapan Sistem Informasi
Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web selama periode penelitian
berlangsung.

d. Penerapan Uji Keabsahan Data dalam Penelitian. Dalam penelitian
mengenai Penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu
Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong, uji keabsahan data dilakukan
melalui proses pengecekan silang terhadap seluruh data yang diperoleh dari
hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti membandingkan
informasi dari berbagai informan, memverifikasi data menggunakan
dokumen resmi KPU Kabupaten Sorong, serta melakukan pengamatan
langsung terhadap sistem informasi yang digunakan. Selain itu, peneliti juga
melakukan pengecekan ulang informasi pada waktu yang berbeda untuk
memastikan konsistensi data. Melalui penerapan triangulasi sumber,
triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, diharapkan data yang diperoleh
memiliki tingkat kredibilitas, validitas, dan reliabilitas yang tinggi sehingga
hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarmya mengenai
penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web
pada KPU Kabupaten Sorong,.

3.9. Definisi Operasional Penenelitian
Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai konsep atau fokus

penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis
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data sehingga setiap variabel atau fokus penelitian dapat dipahami dan diukur

secara jelas. Dalam penelitian imi, definisi operasional digunakan untuk

memberikan batasan mengenat penerapan Sistem Informasi Transparansi

Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong yang meliputi

aspek transparansi keuangan, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat implementasi sistem.

Tabel 3.8 Detfinisi Operasional Penelitian

Fokus Penelitian Indikator Referensi
Bentuk Sistem Informasi Penggunaan sistem, Romney &
Transparansi Keuanan integrasi data, kemudahan | Steinbart (2021)
Pemilu Berbasis Web penggunaan
Transparansi Keuangan Keterbukaan informasi, Mardiasmo
aksesibilitas data, ketepatan | (2021)
waktu informasi

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban Mahmudi
anggaran, kepatuhan (2022)
regulasi, kualitas laporan
keuangan

Faktor Pendukung SDM, infrastruktur Indrayit (2021)
teknologi, dukungan
manajemen

Faktor Penghambat Kendala teknis, Indrayit (2021)

keterbatasan SDM,

keterbatasan anggaran
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BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1

Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong

Komist Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong merupakan lembaga
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri di
tingkat kabupaten. KPU Kabupaten Sorong memiliki tugas melaksanakan
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, KPU
Kabupaten Sorong berpedoman pada prinsip independensi, profesionalitas,
transparansi, akuntabilitas, dan integritas guna mewujudkan pemilu yang
demokratis dan berkeadilan.

KPU Kabupaten Sorong berkedudukan di Aimas sebagai ibu kota
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai penyelenggara pemilu di
tingkat daerah, KPU Kabupaten Sorong bertanggung jawab dalam melaksanakan
berbagai tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pendaftaran
peserta pemilu, sosialisasi pendidikan pemilih, pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara, hingga penetapan hasi! pemilu sesuai kewenangannya. Selain
itu, KPU Kabupaten Sorong juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik
masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Dalam melaksanakan tugas kelembagaan, KPU Kabupaten Sorong
didukung oleh unsur komisioner dan sckretariat yang menjalankan fungsi
administrasi, perencanaan, keuangan, teknis penyelenggaraan, hukum, serta
pengelolaan data dan informasi kepemiluan. Struktur organisasi tersebut dibentuk

untuk memastikan seluruh tahapan pemilu dapat berjalan secara efektif, efisien,
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dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Visi dan Misi KPU Kabupaten Sorong

Sebagai bagian dari KPU Republik indonesia, KPU Kabupaten Sorong
memiliki orientasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas,
profesional, transparan, dan berintegritas. Upaya tersebut diwujudkan melalui
peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola organisasi, serta
pengembangan sistem informasi kepemiluan yang mendukung keterbukaan

informasi kepada masyarakat. Adapun misi yang dijalankan antara lain: a)

Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
Jujur, dan adil. b) Meningkatkan kualitas data pemilih secara berkelanjutan. ¢)
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. d) Mewujudkan
tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel. e) Mengembangkan
sistem informasi dan layanan publik berbasis tecknologi informasi guna
meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kepemiluan.
Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten Sorong

KPU Kabupaten Sorong memiliki tugas utama menyelenggarakan seluruh
tahapan pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Sorong. Dalam
pelaksanaannya, KPU Kabupaten Sorong menjalankan beberapa fungsi, yaitu: 1)
Perencanaan dan pelaksanaan tahapan pemilu. 2) Pemutakhiran dan pemeliharaan
data pemilih berkelanjutan. 3) Sosialisasi dan pendidikan pemilih, 4) Pengelolaan
informasi dan dokumentasi kepemiluan. 5) Pelaksanaan administrasi, keuangan,
dan pengelolaan sumber daya manusia. 6) Pelayanan informasi publik dan
peningkatan transparansi penyelenggaraan pemilu. 7) Penyusunan laporan serta

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU

Republik Indonesia.
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Penelitian dilaksanakan pada KPU Kabupaten Sorong karena lembaga
tersebut merupakan institusi publik yang memiliki peran strategis dalam
penyeclenggaraan demokrasi di tingkat daerah. Dalam menjalankan fungsi
pelayanan publik dan keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Sorong telah
memanfaatkan teknologi informasi melalui website resmi dan berbagai media
digital sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan
sistem informasi tersebut menjadi penting dalam mendukung transparansi,
akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan
pemilu. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sorong merupakan objek yang relevan
untuk mengkaji implementasi sistem informasi berbasis web dalam mendukung
transparansi informasi publik dan tata kelola kelembagaan yang baik.

4.2 Hasil Penelitian
421 Bentuk Sistem Informasi Keuangan KPU Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan
pada KPU Kabupaten Sorong, diperoleh hasil bahwa sistem informasi yang saat
ini digunakan telah mendukung penyelenggaraan pemilu melalui berbagai
aplikasi dan website resmi. Namun, belum terdapat sistem informasi khusus yang
secara terintegrasi menyajikan informasi pengelolaan keuangan pemilu kepada
masyarakat secara terbuka dan real-time. Website resmi KPU Kabupaten Sorong
saat ini lebih banyak digunakan untuk publikasi berita, pcngumuman, sosialisasi,
dokumentasi kegiatan, serta informasi tahapan pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk Sistem Informasi
Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web yang dibutuhkan oleh KPU
Kabupaten Sorong adalah sebuah platform digital yang mampu mengintegrasikan

data perencanaan anggaran, realisasi anggaran, faporan pertanggungjawaban, dan
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dokumen pendukung keuangan dalam satu portal yang dapat diakses oleh publik
secara mudah, cepat, dan transparan.

Menurut informan penelitian, keterbukaan informasi keuangan merupakan
salah satu bentuk implementasi prinsip akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan wawancara dengan Informan I (Sekretariat
KPU Kabupaten Sorong), diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Selama ini informasi keuangan memang tersedia dalam bentuk laporan
administrasi dan laporan pertanggungjawaban, tetapi belum ada media
khusus berbasis web yang menampilkan informasi fersebut secara
langsung kepada masyarakat.” (Marthen Kambuaya, SEM.SI 15 Mei

2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang berjalan saat ini
masih berorientasi pada kebutuhan pelaporan internal dan belum sepenuhnya
mengakomodasi kebutuhan akses informasi publik secara digital. Hal serupa
disampatkan oleh Informan II yang menyatakan:

“Kalau masyarakat membutuhkan data keuangan tertentu biasanya
melalui mekanisme permohonan informasi. Jadi belum bisa langsung

melihat rincian penggunaan anggaran melalui website.” (Wawancara, 15

Mei 2026)

Temuan tersebut sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik
yang mengharuskan badan publik menyediakan informasi yang mudah diakses
oleh masyarakat tanpa prosedur yang berbelit-belit. Keberadaan layanan
informasi dan dokumentasi publik menjadi salah satu instrumen penting dalam
mewujudkan transparansi pemerintahan. Berdasarkan bentuk alur sistem yang

diusulkan dapat digambarkan sebagai berikut: Bagian Keuangan — Input Data
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Alur tersebut menunjukkan bahwa data yang dimasukkan oleh bagian
keuangan akan tersimpan dalam basis data dan secara otomatis ditampilkan pada
website transparansi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi kapan saja
dan di mana saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sistem informasi
transparansi keuangan pemilu berbasis web yang diharapkan oleh KPU
Kabupaten Sorong mengarah pada konsep e-government yang memanfaatkan
teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
keterbukaan informasi. Pemanfaatan website sebagai media publikasi informasi
memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan
efisien. Selain itu, sistem ini dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. KPU Kabupaten
Sorong sendiri telah menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang transparan
dan akuntabel melalui penguatan sistem informasi, dokumentasi publik, dan
implementasi prinsip good governance.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara bahwa bentuk
Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU
Kabupaten Sorong berupa sistem berbasis website yang menyediakan informasi
anggaran, realisasi keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen
pendukung secara terintegrasi. Sistem tersebut dirancang untuk mempermudah
akses informasi publik, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemilu,
serta mendukung penerapan prinsip akuntabilitas dan good governance dalam

penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sorong.

4.2.2  Peranan Sistem dalam Mendukung Transparansi Keuangan pada KPU Kabupaten

Sorong
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong,
diperoleh informasi bahwa transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah
satu aspek penting dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara
pemilu. Ketua KPU Kabupaten Sorong menyatakan:

"KPU sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk memberikan
informasi kepada masyarakat, termasuk informasi terkait penggunaan
anggaran pemilu. Selama ini laporan keuangan sudah disusun dan
dipertanggungjawabkan sesuai aturan, namun akses masyarakat
terhadap informasi tersebut masih terbatas karena belum tersedia dalam
satu sistem yang terintegrasi dan mudah diakses secara online.” Lebih
lanjut beliau menjelaskan:

"Keberadaan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web akan

sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi terkait

anggaran dan realisasi kegiatan pemilu secara cepat tanpa harus
mengajukan permohonan informasi secara manual.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pimpinan lembaga
mendukung pengembangan sistem informasi yang mampu meningkatkan
keterbukaan informasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap
penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan,
Umum dan Logistik, diketahui bahwa proses pengelolaan keuangan di lingkungan
KPU Kabupaten Sorong telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Beliau menyampaikan:

"Seluruh transaksi kewangan dicatat dan dilaporkan melalui sistem

administrasi keuangan yang berlaku di lingkungan KPU. Setiap kegiatan
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memiliki dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban yang

harus disusun secara lengkap. " Namun demikian, beliau mengakui bahwa

informasi keuangan yang dapat diakses publik masih terbatas.

“Saat ini informasi keuangan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan

pelaporan internal dan audit. Jika ada masyarakat vang membutuhkan

informasi tertentu, biasanya harus melalui prosedur permintaan
informasi kepada PPID.”

Menurut beliau, sistem informasi transparansi keuangan berbasis web
akan memberikan kemudahan dalam penyajian data kepada masyarakat.

“Jika tersedia sistem berbasis web, data anggaran dan realisasi dapat

langsung ditampilkan sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan

anggaran secara lebih mudah dan transparan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Keuangan I, diperoleh
informasi bahwa pengelolaan data kcuangan saat ini masih dilakukan melalui
beberapa aplikasi administrasi dan dokumen e¢lektronik yang terpisah. Beliau
menyatakan:

"Data keuangan sebenarnya tersedia dan terdokumentasi dengan baik,

namun penyimpanannya masih tersebar dalam beberapa file dan aplikasi

sehingga membutuhkan wakiu ketika harus menyiapkan informasi
tertentu.” Terkait pengembangan sistem informasi transparansi keuangan,
beltau menjelaskan:

"Sistem berbasis web akan membantu proses penyajian data karena

informasi  yang telah diinput dapat langsung ditampilkan kepada

masyarakat tanpa perlu membuat laporan secara berulang.” Menurut

beliau, fitur yang paling dibutuhkan adalah dashboard anggaran dan
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realisas1 keuangan.

"Masyarakat perlu mengetahui berapa anggaran yang tersedia dan

berapa yang sudah digunakan sehingga proses pengawasan publik dapat

berjalan lebih buik.”

Hasil wawancara dengan Staf Keuangan II menunjukkan bahwa
transparansi keuangan merupakan kebutuhan yang semakin penting di era digital.
Beliau menyampaikan:

"Saat ini masyarakat menginginkan informasi yang cepat dan mudah

diakses. Jika informasi keuangan dapat ditampilkan melalui website,

maka proses penyampaian informasi akan lebih efektif dibandingkan
metode konvensional." Behau juga menambahkan bahwa sistem yang
dikembangkan harus memperhatikan keamanan data.

“lidak semua dokumen keuangan dapat dipublikasikan secara penuh,

Oleh karena itu sistem harus memiliki pengaturan hak akses sehingga

informasi yang ditampilkan tetap sesuai dengan ketentuan keterbukaan

informasi publik.” Dari hasil wawancara tersebut diketahwi bahwa aspek
keamanan dan klasifikasi informasi menjadi salah satu pertimbangan
dalam pengembangan sistem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Sistem Informasi KPU
Kabupaten Sorong, diketahui bahwa infrastruktur teknologi informasi yang
tersedia saat inl cukup mendukung implementasi sistem berbasis web. Beliau
menjelaskan:

"KPU telah menggunakan berbagai sistem informasi dalam mendukung

penyelenggaraan pemilu, sehingga secara teknis pengembangan sistem

fransparansi keuangan berbasis web sangat memunghkinkan unfuk
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diterapkan.”

Menurut beliau, sistem yang akan dikembangkan sebaiknya memiliki fitur
yang mudah digunakan oleh admin maupun masyarakat.

“lTampilan dashboard harus sederhana dan informatif. Pengguna harus

bisa melihat informasi anggaran, realisasi, grafik penggunaan anggaran,

serta mengunduh laporan yang telah dipublikasikan.”

“Integrasi database menjadi hal penting agar dara yang ditampilkan

selalu diperbarui secara otomatis dan mengurangi risiko kesalahan input

data."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong,
Kepala Subbagian Keuangan, dua orang Staf Keuangan, dan Operator Sistem
Informasi, diperoleh kesimpulan bahwa scluruh informan mendukung
pengembangan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web.
Sistem yang diharapkan memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi
anggaran, realisasi keuangan, laporan pertanggungjawaban, dan dokumen
pendukung secara terbuka kepada masyarakat.

Sclain meningkatkan aksesibilitas informasi, sistem tersebut juga
diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan
informasi publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU
Kabupaten Sorong sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan
pada KPU Kabupaten Sorong, diperoleh temuan bahwa pengembangan Sistem
Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web dinilai mampu
mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan pemilu. Sistem tersebut memungkinkan informasi mengenai
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perencanaan anggaran, realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta
dokumen pendukung dapat diakses oleh masyarakat secara lebith mudah, cepat,
dan terbuka.

Transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan informasi
kepada publik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses
pengelolaan sumber daya publik. Sementara itu, akuntabilitas merupakan
kewajiban lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo
(2018), transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Informasi
Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan
pada KPU Kabupaten Sorong, diperoleh temuan bahwa penerapan Sistem
Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat implementasi
sistem. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek sumber daya manusia, teknologi
informasi, kebijakan organisasi, infrastruktur, serta partisipasi masyarakat.

Menurut George C. Edwards [II, keberhasilan implementasi suatu
program dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan
struktur birokrasi. Teori tersebut relevan untuk menjelaskan berbagai faktor yang
mempengaruhi penerapan sistem informasi transparansi keuangan di lingkungan
KPU Kabupaten Sorong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pimpinan menjadi faktor

utama yang mendukung implementasi sistem informasi transparansi keuangan.
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utama yang mendukung implementasi sistem informasi transparansi keuangan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong, diperolch
informasi sebagai berikut:

"Pada prinsipnya kami mendukung sctiap inovasi yang dapat

meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada

masyarakat. Sistem informasi fransparansi keuangan berbasis web dapat
menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap
penyelenggaraan pemilu. " (Frengki Duwit, S HUT Ketua KPU Kabupaten

Sorong, 15 Mei 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya

komitmen pimpinan dalam mendukung transformasi digital dan

peningkatan transparansi pengelolaan keuangan pemilu.

Faktor pendukung berikutnya adalah tersedianya sarana dan prasarana
teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan wawancara dengan Operator
Sistemn Informasi diperoleh keterangan:

"Saat ini KPU sudah memiliki jaringan internet, perangkat komputer,

server, dan website resmi yang dapat menjadi dasar pengembangan

sistem transparansi keuangan berbasis web." (Yosef H Tri Wahyudi

Operator Sistem Informasi, 18 Mei 2026).

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sorong telah
memanfaatkan  berbagai  aplikasi  berbasis teknologi informasi  dalam
penyelenggaraan pemilu schingga secara teknis implementasi sistem relatif
memungkinkan untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Keuangan dan
Logistik, diketahui bahwa data keuangan yang dimiliki telah tersusun sesuai

mekanisme administrasi keuangan pemerintah. Belian menyatakan:
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"Data anggaran, realisasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban

sudah tersedia serta terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi

sumber data wtama dalam sistem yang akan dikembangkan." (Iwan

Setiawan, S.IP Kasubag Keuangan dan Logistik, 16 Mei 2026)

Ketersediaan data yang terstruktur menjadi modal penting dalam proses
integrasi data ke dalam sistem informasi berbasis web.

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa meningkatnya kebutuhan
masyarakat terhadap informasi publik juga menjadi faktor pendukung
implementasi sistem. Berdasarkan wawancara dengan Staf Keuangan II diperoleh
informasi:

"Masyarakat saat ini menginginkan informasi yang cepat dan mudah

diakses. Karena itu sistem berbasis web menjadi salah satu solusi untuk

memenuhi kebutuhan tersebut. " (Thigor A Kumuay, S.AN Staf Keuangan

II, 17 Mei 2026)

Kondisi terscbut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi
transparansi  keuangan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator Sistem Informasi,
diperoleh informasi bahwa jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus di
bidang pengembangan sistem informasi masih terbatas. Beliau menjelaskan:

"Pengelolaan sistem informasi membutuhkan tenaga yang memiliki

kemampuan leknis khusus. Saat ini jumlah personel yang memiliki

kompetensi tersebut masih terbatas sehingga perlu peningkatan kapasitas

SDM." (Yosef H Tri Wahyudi Operator Sistem Informasi, 18 Mei 2026)

Keterbatasan SDM  tersebut berpotensi mempengaruhi  proses

48



pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan sistem secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran menjadi salah
satu tantangan dalam implementasi sistem informasi. Berdasarkan wawancara
dengan Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik diperoleh keterangan:

"Pengembangan sistem tentu membutuhkan biaya, baik untuk pengadaan

perangkat, pengembangan aplikasi, maupun pemeliharaan sistem. Hal

tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.”

(Iwan Setiawan, S.IP Kasubag Keuangan dan Logistik, 16 Mei 2026)

Dengan denmikian, keberlanjutan sistem sangat bergantung pada dukungan
pendanaan yang memadai. Faktor penghambat lainnya adalah perlunya
pengaturan terkait keamanan informasi yang akan dipublikasikan. Berdasarkan
wawancara dengan Staf Kcuangan II diperoleh informasi:

"Tidak semua dokumen keuangan dapat dibuka secara penuh kepada

publik. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengamanan dan

klasifikasi informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan data.” (Thigor A

Kumuay, S AN Staf Keuangan I1, 17 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem harus tetap
memperhatikan regulasi terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan
data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Keuangan I, diketahui bahwa
perubahan dari sistem manual menuju sistem digital memerlukan proses
penyesuaian. Beliau menyatakan:

"Setiup sistem baru membutuhkan proses adaptasi. Pengguna perlu

diberikan pelatihan agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan

meminimalkan kesalahan input data.” (Radian Kristiani, SE Staf

Keuangan I, 17 Mei 2026)
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pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan sistem secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran menjadi salah
satu tantangan dalam implementasi sistem informas:. Berdasarkan wawancara
dengan Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik diperoleh keterangan:

"Pengembangan sistem tentu membutuhkan biaya, baik untuk pengadaan

perangkat, pengembangan aplikasi, maupun pemeliharaan sistem. Hal

tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia."

(Iwan Setiawan, S.IP Kasubag Keuangan dan Logistik, 16 Mei 2026)

Dengan demikian, keberlanjutan sistem sangat bergantung pada dukungan
pendanaan yang memadai. Faktor penghambat lainnya adalah periunya
pengaturan terkait keamanan informasi yang akan dipublikasikan. Berdasarkan
wawancara dengan Staf Keuangan 11 diperoleh informasi:

"[idak semua dokumen keuangan dapat dibuka secara penuh kepada

publik. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengamanan dan

klasifikasi informasi agar tidak terjadi penyalahgunaan data.” (Thigor A

Kumuay, S.AN Stat' Keuvangan I, 17 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem harus tetap
memperhatikan regulasi terkait keterbukaan informasi publik dan perlindungan
data. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Keuangan I, diketahui bahwa
perubahan dari sistem manual menuju sistem digital memerlukan proses
penyesuaian. Beliau menyatakan:

“Setiap sistem baru membutuhkan proses adaptasi. Pengguna perlu

diberikan pelatihan agar mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan

meminimalkan kesalahan input data.” (Radian Kristiani, SE Staf

Keuangan [, 17 Mei 2026)
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efektivitas implementasi pada tahap awal penerapan. Berdasarkan hasii observasi

lapangan dan wawancara dengan Operator Sistem Informasi, diperoleh informasi

bahwa stabilitas jaringan internet masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

"Karena sistem berbasis web bergantung pada koneksi internet, maka

kualitas jaringan sangat menentukan kelancaran akses dan pembaruan

data dalam sistem.” (Wawancara Operator Sistem Informasi, 18 Mei

2026)

Kondisi jaringan yang tidak stabil dapat menghambat proses pengelolaan
maupun akses informasi oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan
seluruh informan, faktor pendukung utama penerapan Sistem Informasi
Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong
meliputi dukungan pimpinan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi,
tersedianya data keuangan yang terstruktur, dan meningkatnya tuntutan
keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan
sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, keterbatasan anggaran
pengembangan sistem, keamanan data, adaptasi pengguna terhadap sistem baru,
serta kualitas jaringan internet. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan
wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Sorong, Kepala Subbagian Keuangan
dan Logistik, Staf Keuangan I, Staf Keuangan I, serta Operator Sistem Informasi,
dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan
Pemilu Berbasis Web didukung oleh komitmen pimpinan, ketersediaan
infrastruktur teknologi informasi, tersedianya data keuangan yang terstruktur, dan
tuntutan keterbukaan informasi publik. Namun demikian, implementasi sistem

masih menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan SDM  teknologi
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mnformasi, keterbatasan anggaran, keamanan data, adaptasi pengguna, dan
stabilitas jaringan internet yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan
sistem ke depan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web
pada KPU Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi di KPU Kabupaten Sorong, diketahui bahwa
bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web yang
dibutuhkan merupakan suatu sistem digital yang dirancang untuk menyajikan
informasi pengelolaan keuangan pemilu secara terbuka, mudah diakses, dan
terintegrasi dalam satu platform berbasis website. Sistem ini tidak hanya
berfungsi sebagai media penyimpanan data keuangan, tetapi juga sebagai sarana
komunikasi informasi publik antara KPU dan masyarakat. Hasil wawancara
dengan Ketua KPU, Kasubag Keuangan, staf keuangan, dan operator sistem
informasi menunjukkan adanya kebutuhan yang sama terhadap suatu sistem
yang mampu menyajikan informasi mengenai perencanaan anggaran, realisasi
anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen pendukung lainnya
secara transparan.

Temuan menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan memiliki orientasi
pada peningkatan kualitas layanan informasi publik yang selama ini masih
dilakukan melalui mekanisme permohonan informasi. Dengan adanya sistem
berbasis web, masyarakat dapat memperoleh informasi secara mandiri tanpa
harus mengajukan permohonan secara administratif. Hal tersebut sejalan dengan

amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasj
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Publik yang menckankan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi
yang mudah diakses, cepat diperoleh, dan sederhana dalam proses pelayanannya
sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk sistem yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan
karakteristik utama berupa integrasi data keuangan ke dalam sebuah portal
informasi yang dapat diakses olch berbagai pihak sesuai dengan hak akses yang
dimiliki. Administrator sistem berasal dari bagian keuangan dan operator yang
memiliki kewenangan untuk menginput, memperbarui, serta memverifikasi data
sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat
bertindak sebagai pengguna informasi yang dapat melihat data anggaran,
realisasi keuangan, laporan kegiatan, dan berbagai dokumen publik lainnya.
Struktur tersebut menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mengadopsi
konsep manajemen informasi modern yang menempatkan teknologi sebagai
media penghubung antara penyedia informasi dan pengguna informasi.

Menurut Indrajit (2016), sistem informasi berbasis web dalam
lingkungan pemerintahan merupakan salah satu bentuk implementasi e-
government yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui
pemanfaatan tcknologi informasi. Dalam konteks penelitian ini, penerapan
konsep tersebut terlihat dari upaya KPU Kabupaten Sorong untuk
mengembangkan mekanisme penyampaian informasi yang lebih efektif
dibandingkan sistem konvensional. Selain mempercepat distribusi informasi,
sistem berbasis web juga mampu mengurangi ketergantungan pada dokumen
fisikk schingga proses pengelolaan informasi menjadi lebih efisien,
terdokumentasi dengan baik, dan mudah ditelusuri apabila dibutuhkan pada

masa yang akan datang.

52



Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk sistem yang dirancang
memiliki beberapa fitur utama yang mendukung kebutuhan pengguna, yaitu
dashboard transparansi anggaran, informasi realisasi keuangan, laporan
pertanggungjawaban digital, grafik penggunaan anggaran, dokumen pendukung,
serta layanan informasi publik. Keberadaan fitur-fitur terscbut menunjukkan
bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi
juga sebagai instrumen visualisasi informasi yang dapat membantu masyarakat
memahami kondisi keuangan pemilu secara lebih mudah. Dashboard yang
menampilkan grafik dan persentase penyerapan anggaran memungkinkan
informasi yang kompleks disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan
informatif. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dan sistem
pelaporan yang bersifat administratif menjadi sistem informasi yang berorientasi
pada kebutuhan pengguna.

Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi yang efektif harus
mampu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan
informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dan
meningkatkan pemahaman pengguna terhadap informasi yang disajikan.
Dengan demikian, bentuk sistem yang dihasilkan dalam penelitian ini telah
memenuhi karakteristik dasar sebuah sistem informasi modern karena mampu
mengintegrasikan data, mengolah informasi, dan menyajikannya dalam format
yang mudah dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna utama informasi
publik.

Ditinjau dart perspektif transparansi publik, bentuk Sistem Informasi
Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web vang ditemukan dalam penelitian

ini merupakan salah satu upaya mewujudkan prinsip keterbukaan dalam
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penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menuntut adanya akses informasi
yang luas bagi masyarakat terhadap setiap aktivitas yang menggunakan sumber
daya publik, termasuk pengelolaan anggaran pemilu. Berdasarkan hasil
wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa masyarakat saat in1 memiliki
kebutuhan yang semakin tinggi terhadap informasi yang cepat, akurat, dan dapat
diakses kapan saja. Oleh karena itu, sistem berbasis web menjadi pilihan yang
paling relevan karena mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui penyediaan
informasi secara real-time.

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi merupakan keterbukaan
pemerintah dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas
pengelolaan sumber daya publik sehingga memungkinkan masyarakat
melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi. Dalam penelitian ini, sistem
yang dirancang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana
anggaran pemilu direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan oleh
KPU Kabupaten Sorong. Dengan demikian, sistem terscbut tidak hanya menjadt
sarana penyebarluasan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen
pengawasan publik yang dapat memperkuat hubungan antara penyelenggara
pemilu dan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk Sistem
Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten
Sorong merupakan sistem yang mengintegrasikan aspek teknologi informasi,
keterbukaan informasi publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
satu platform digital. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi
anggaran dan realisasi keuangan secara terbuka melalui dashboard yang

informatif, laporan digital yang mudah diakses, serta fitur dokumentasi yang
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mendukung proses akuntabilitas publik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
pengembangan sistem informasi tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi
administrasi internal, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Konsep ini sejalan dengan
prinsip good governance yang menempatkan transparansi, akuntabilitas,
efektivitas, dan partisipasi publik sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, bentuk sistem yang dihasitkan
dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai model penerapan e-government
yang berorientast pada pelayanan publik dan penguatan tata kelola organisasi.
Keberadaan sistem tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan
akses informasi yang sclama ini tefadi sekaligus menjadi inovasi dalam
pengelolaan informasi keuangan pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Sorong.

Berdasarkan hasi! penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa
Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web memiliki peran
yang signifikan dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan pemilu di
KPU Kabupaten Sorong. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik
merupakan prinsip yang mengharuskan setiap badan publik memberikan akses
informasi yang memadai kepada masyarakat mengenai penggunaan sumber
daya yang berasal dari negara. Hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten
Sorong menunjukkan bahwa selama ini informasi keuangan memang tersedia
dalam bentuk laporan administrasi dan laporan pertanggungjawaban, namun
akses masyarakat terhadap informasi tersebut masih terbatas karena harus
melalui mekanisme permohonan informasi. Kehadiran sistem berbasis web
memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan menyediakan informasi

yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat tanpa melalui prosedur
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4.3.2

birokrasi yang panjang. Informasi mengenai perencanaan anggaran, realisasi
penggunaan dana, serta laporan pertanggungjawaban dapat ditampilkan secara
terbuka dalam satu platform yang mudah diakses. Kondisi mi sejalan dengan
amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan
informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan mudah diakses oleh
masyarakat.
Sistem Informasi Keuangan mendukung Transparansi dan Akuntabilitas
pada KPU Kahupaten Sorong

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem informasi transparansi
keuangan berbasis web mampu meningkatkan kualitas penyampaian informasi
kepada masyarakat. Sebelum adanya sistem yang terintegrasi, informasi
keuangan umumnya tersimpan dalam dokumen administrasi yang hanya
digunakan untuk kebutuhan internal dan audit. Kondisi tersebut menyebabkan
masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh informas: secara cepat
ketika ingin mengetahui penggunaan anggaran pemilu. Melalui sistem berbasis
web, informasi keuangan dapat disajikan dalam bentuk dashboard interaktif,
grafik penggunaan anggaran, laporan digital, dan dokumen pendukung yang
dapat diunduh secara langsung. Penyajian informasi yang lebih sederhana dan
visual membantu masyarakat memahami data keuangan tanpa harus memiliki
kemampuan teknis dalam membaca laporan keuangan yang kompleks.

Temuan menunjukkan bahwa sistem tidak hanya meningkatkan
aksesibilitas informasi, tetapi juga meningkatkan kualitas komunikasi publik
antara KPU Kabupaten Sorong dan masyarakat. Menurut Heeks (2006),

pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik dapat meningkatkan
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efektivitas penyebaran informasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah
dengan warga negara. Dalam konteks penelittan 1ni, sistem informasi
transparansi keuangan berbasis web berfungsi sebagai media komumkasi publik
yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lebih cepat,
jelas, dan akurat dibandingkan dengan mekanisme penyampaian informast
secara konvensional yang selama im diterapkan.

Selain mendukung transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa
sistem informasi berbasis web juga berkontribusi terhadap peningkatan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu. Akuntabilitas merupakan
kewajiban suatu organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan seluruh
aktivitas dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan mandat,
dalam hal im masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan
staf’ keuangan dan Kepala Subbagian Keuangan, diketahui bahwa sistem
informasi memungkinkan seluruh data kevangan tersimpan dalam satu basis data
vang terintegrasi sehingga memudahkan proses pelaporan dan
pertanggungjawaban. Setiap transaksi, kegiatan, dan penggunaan anggaran
dapat terdokumentasi secara sistematis serta dapat ditelusuri kembali apabila
diperlukan dalam proses audit atau evaluasi.

Keberadaan sistem menciptakan jejak digital (digital audit trail) yang
dapat meningkatkan akurasi data dan meminimalkan potensi kesalahan
pencatatan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik dapat diwujudkan
apabila setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,
terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, sistem informasi
transparansi keuangan berbasis web tidak hanya berfungsi sebagai media

publikasi informasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian dan pengawasan
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internal yang mendukung pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi
transparansi keuangan berbasis web berpotensi meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran
pemilu. Sebelum adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat cenderung
memiliki keterbatasan informasi sehingga proses pengawasan publik tidak dapat
dilakukan secara optimal. Melalui sistem berbasis web, masyarakat dapat
memantau perkembangan penggunaan anggaran, membandingkan antara
rencana dan realisasi anggaran, serta mengakses dokumen pendukung yang
dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Sorong. Kemudahan akses tersebut
mendorong terjadinya kontrol sosial yang lebih efektif terhadap pengelolaan
keuangan publik. Menurut Sedarmayanti (2018), transparansi yang didukung
oleh partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator utama keberhasilan
penerapan prinsip good governance. Dalam penelitian ini, sistem informast
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan lembaga penyelenggara
pemilu dengan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan
mudah dipahami. Dengan meningkatnya akses informasi, masyarakat memiliki
kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam pengawasan serta memberikan
masukan terhadap pengelolaan keuangan pemilu schingga tercipta hubungan
yang lebih baik antara penyelenggara pemilu dan publik sebagai pemangku
kepentingan utama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem
Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web mendukung

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten
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4.3.3

Sorong melalui penyediaan informasi yang terbuka, peningkatan aksesibilitas
informasi, integrasi data keuangan, kemudahan pelaporan, serta penguatan
fungsi pengawasan publik. Sistem ini memungkinkan masyarakat memperoleh
informasi secara cepat dan akurat, sekaligus memberikan kemudahan bagi KPU
dalam melakukan dokumentasi serta pertanggungjawaban penggunaan
anggaran. Temuan penelitian int sejalan dengan konsep e-government yang
menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas organisasi pemerintah. Dengan
demikian, penerapan sistem informasi transparansi keuangan berbasis web dapat
menjadi salah satu strategi yang efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan
pemilu yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan terpercaya. Keberadaan
sistem tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi internal organisasi, tetapi
juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Sorong
sebagai lembaga penyelenggara pemilu vang profesional, transparan, dan
akuntabel dalam mengelola anggaran publik.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pencrapan Sistem
Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU
Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa penerapan Sistem Informasi
Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong
dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor
pendukung merupakan kondisi yang dapat memperlancar proses implementasi
sistem, sedangkan faktor penghambat merupakan kondisi yang berpotensi

mengurangt efektivitas pelaksanaan sistem tersebut. Hasil wawancara dengan
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Ketua KPU Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa dukungan pimpinan
menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan
sistem informasi. Pimpinan KPU memandang bahwa sistem informasi
transparansi keuangan berbasis web merupakan inovasi yang dapat
meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Dukungan tersebut diwujudkan
dalam bentuk komitmen untuk mengembangkan layanan informasi berbasis
teknologi serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Menurut
Edwards 1II (1980), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat
dipengaruhi oleh komitmen dan dukungan dari pihak yang memiliki
kewenangan dalam organisasi. Dalam konteks penelitian ini, dukungan
pimpinan menjadi modal penting karena dapat mempengaruhi alokasi sumber
daya, penyusunan kebijakan internal, serta koordinasi antarbagian dalam proses
penerapan sistem informasi transparansi keuangan pemilu di KPU Kabupaten
Sorong.

Selain dukungan pimpinan, faktor pendukung lainnya adalah tersedianya
infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Operator Sistem Informasi, KPU Kabupaten Sorong telah memiliki
perangkat komputer, jaringan intemnet, server, serta website resmi yang dapat
digunakan sebagai dasar pengembangan sistem transparansi keuangan berbasis
web. Ketersediaan infrastruktur tersebut menunjukkan bahwa organisasi telah
memiliki kesiapan teknis untuk mengimplementasikan sistem informasi yang
lebih terintegrasi. Di samping itu, hasil wawancara dengan Kepala Subbagian
Keuangan dan Logistik menunjukkan bahwa data keuangan yang dimiliki oleh

KPU Kabupaten Sorong telah terdokumentasi dengan baik melalui berbagai

60



laporan administrasi dan laporan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut
memudahkan proses integrasi data ke dalam sistem yang akan dikembangkan.
Menurut Indrajit (2016), keberhasilan implementasi e-government sangat
bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan ketersediaan
data yang dapat dikelola secara digital. Dengan adanya dukungan infrastruktur
dan data yang memadai, proses pengembangan sistem informasi transparansi
keuangan menjadi lebith mudah dilakukan karena organisasi tidak harus
membangun seluruh komponen sistem dari awal. Faktor ini menjadi salah satu
kekuatan utama yang dimiliki KPU Kabupaten Sorong dalam mewujudkan
sistem informasi yang efektif dan berkelanjutan.

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa
faktor penghambat yang berpotensi mempengaruhi penerapan sistem informasi
transparansi keuangan pemilu berbasis web. Salah satu faktor yang paling
dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi
di bidang teknologi informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Operator
Sistemn  Informasi, jumiah personel yang memiliki kemampuan dalam
pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi masih relatif
terbatas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem karena
pengelolaan aplikasi berbasis web memerlukan kemampuan teknis yang
memadai. Selain itu, hasil wawancara dengan Staf Keuangan menunjukkan
bahwa masih diperlukan pelatihan bagi pegawai agar mampu beradaptasi dengan
penggunaan sistem yang baru. Menurut Heeks (2006), salah satu penyebab
utama kegagalan implementasi sistem informasi di sektor publik adalah
kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi

yang digunakan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai melalui
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pelatihan dan pendampingan menjadi langkah penting yang periu dilakukan agar
penerapan sistem dapat berjalan secara optimal. Tanpa dukungan sumber daya
manusia yang memadai, sistem yang telah dikembangkan berisiko tidak
dimanfaatkan secara maksimal atau bahkan mengalami kendala dalam
operasional sehari-harn.

Faktor penghambat lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah
keterbatasan anggaran serta aspek keamanan data. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Subbagian Keuangan dan Logistik, pengembangan sistem
informasi memerlukan dukungan biaya yang tidak sedikit, mulai dari proses
perancangan sistem, pengadaan perangkat pendukung, pemeliharaan server,
hingga pembaruan aplikasi secara berkala. Di sisi lain, hasil wawancara dengan
Stat Keuangan II menunjukkan bahwa tidak seluruh informasi keuangan dapat
dipublikasikan secara terbuka karena terdapat dokumen tertentu yang harus
dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena
itu, sistem yang dikembangkan harus memiliki mekanisme keamanan yang
mampu mengatur hak akses pengguna dan melindungi data dari potensi
penyalahgunaan. Menurut Laudon dan Laudon (2020), keamanan informasi
merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem informasi modern karena
berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dalam konteks
penelitian ini, tantangan keamanan data menjadi isu yang pertu diperhatikan agar
penerapan sistem transparansi  keuangan tctap sejalan dengan prinsip
keterbukaan informasi publik tanpa mengabaikan perlindungan terhadap
informasi yang bersifat terbatas atau rahasia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan

Sistern Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU
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Kabupaten Sorong memiliki peluang yang besar untuk berhasil karena didukung
oleh komitmen pimpinan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, data
keuangan yang terstruktur, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
keterbukaan informasi publik. Namun demikian, implementast sistem juga
menghadapi beberapa tantangan yang perlu diantisipasi, seperti keterbatasan
sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kebutuhan pengamanan data, serta
proses adaptasi pengguna terhadap sistem yang baru. Temuan ini menunjukkan
bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dalam
menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Sejalan dengan teori implementasi
kebijakan Edwards 1T (1980), faktor sumber daya, komumikasi, komitmen
pelaksana, dan struktur organisasi merupakan unsur yang saling berkaitan dalam
menentukan keberhasilan suatu program. Oleh karena itu, KPU Kabupaten
Sorong perlu melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia,
peningkatan dukungan anggaran, serta penyusunan kebijakan pengelolaan
sistem yang jelas agar penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan
Pemilu Berbasis Web dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan mampu
mendukung terwujudnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemilu.
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BABY
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Sistem Informasi

Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai benkut:

1.

Bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemiiu Berbasis Web pada KPU
Kabupaten Sorong. Bentuk Sistem Informasi Transparansi Keuvangan Pemilu
Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong merupakan sistem digital yang
dirancang untuk menyajikan informasi keuangan pemilu secara terbuka, terintegrasi,
dan mudah diakses oleh masyarakat melalui website. Sistem ini memuliki fitur utama
berupa dashboard transparansi anggaran, informasi realisasi keuangan, laporan
pertanggungjawaban, grafik penggunaan anggaran, dokumen pendukung, serta
layanan informasi publik. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh
informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran pemilu secara cepat
tanpa harus melalui mekanisme permohonan informasi secara manual. Dengan
demikian, sistem informasi berbasis web menjadi sarana yang efektif dalam
mendukung penyebaran informasi keuangan pemilu kepada masyarakat.

Dukungan Sistemn Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web terhadap
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemilu. Sistem Informasi
Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web terbukti mendukung transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten Sorong. Dukungan
tersebut ditunjukkan melalut kemudahan akses informasi anggaran dan realisasi
keuangan, penyajian data secara terbuka dan real-time, serta tersedianya laporan

keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini mampu
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meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan melalui penyimpanan data
yang terintegrasi, pencatatan aktivitas keuangan yang terdokumentasi dengan baik,
serta kemudahan dalam proses pengawasan dan audit. Keberadaan sistem juga
mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap
penggunaan anggaran pemilu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik
terhadap KPU Kabupaten Sorong sebagai penyelenggara pemilu.

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Sistern Informasi
Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web. Penerapan Sistem Informasi
Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong
didukung oleh beberapa faktor, yaitu adanya komitmen pimpinan dalam mendukung
keterbukaan informasi publik, tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang
memadai, ketersediaan data keuangan yang terstruktur, serta meningkatnya tuntutan
masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan publik. Namun demikian,
implementasi sistem juga menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi,
keterbatasan anggaran pengembangan dan pemeliharaan sistem, kebutuhan
pengamanan data dan informasi, proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru,
serta stabilitas jaringan internet yang mempengaruhi kelancaran operasional sistem.
Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
penguatan dukungan anggaran, serta pengelolaan sistem yang berkelanjutan agar
penerapan sistem dapat berjalan secara optimal dan mendukung terwujudnya
transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilu di KPU Kabupaten
Sorong.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitan mengenai Penerapan Sistem Informasi
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Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis Web pada KPU Kabupaten Sorong, maka
peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi KPU Kabupaten Sorong
KPU Kabupaten Sorong disarankan untuk mengembangkan dan
mengimplementasikan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu Berbasis
Web secara terintegrasi sebagai sarana penyampaian informasi keuangan kepada
masyarakat. Sistem tersebut perlu dilengkapi dengan fitur informasi anggaran,
realisasi keuangan, laporan pertanggungjawaban, grafik penyerapan anggaran, serta
dokumen pendukung yang dapat diakses secara mudah oleh publik. Selain itu, KPU
Kabupaten Sorong perlu memastikan bahwa informasi yang disajikan selalu
diperbarui secara berkala agar masyarakat memperoleh data yang akurat, relevan,
dan terkini.
2. Bagi Pengelola Sistem dan Sumber Daya Manusia
KPU Kabupaten Sorong perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
yang bertugas mengelola sistem informasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan
pengembangan kompetens: di bidang teknologi informasi. Peningkatan kemampuan
tersebut penting untuk mendukung pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan
sistem secara berkelanjutan. Selain itu, perlu ditetapkan standar operasional
prosedur (SOP) yang jelas terkait pengelolaan data, pembaruan informasi, keamanan
sistem, serta mekanisme publikasi informasi keuangan agar sistem dapat berjalan
secara efektif dan akuntabel.
3. Bagi Masyarakat dan Peneliti Selanjutnya
Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan Sistem Informasi Transparansi
Keuangan Pemilu Berbasis Web sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemilu. Partisipasi
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masyarakat dalam memanfaatkan informasi yang tersedia dapat mendorong
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu yang lebih
baik. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan
penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan sistem informasi
transparansi keuangan setelah diterapkan, termasuk mengkaji tingkat kepuasan
pengguna, kualitas layanan informasi publik, serta pengaruh sistem terhadap
peningkatan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu.
. Bagi KPU Republik Indonesia

KPU Republik Indonesia disarankan untuk mendorong pengembangan
sistem transparansi keuangan yang terstandarisasi dan terintegrasi pada seluruh KPU
di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Standarisasi sistem akan mempermudah
pengelolaan informasi keuangan, meningkatkan kualitas pelaporan, serta
mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara merata di
seluruh Indonesia. Selain itu, dukungan kebijakan, pendanaan, dan pendampingan
teknis dari KPU RI sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan
implementasi sistem di daerah.
. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

Pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait diharapkan dapat
mendukung penerapan Sistem Informasi Transparansi Keuangan Pemilu melalui
penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, peningkatan kualitas
jaringan internet, serta dukungan kolaborasi dalam pengembangan layanan

informasi publik berbasis digital.
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LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian

Transparansi Anggaran pada Penerapan Sistem Informasi Berbasis Web di Kantor Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sorong

Tujuan Wawancara

Wawancara ini bertujuan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan transparansi anggaran

melalui penerapan sistem informasi berbasis web di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sorong.

A. Identitas Informan

Uraian Keterangan

Nama

Jabatan

Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

B. Pertanyaan Wawancara
1. Aspek Transparansi Informasi

1. Bagaimana kebijakan Kantor KPU Kabupaten Sorong dalam menerapkan transparansi

anggaran kepada masyarakat?
2. Mengapa website dipilth sebagai media penyampaian informasi anggaran kepada pubhk?
3. Informasi anggaran apa saja yang dipublikasikan melalui website?
4. Apakah seluruh dokumen anggaran dapat diakses oleh masyarakat?
5. Bagaimana proses publikasi informasi anggaran sebelum ditampilkan pada website?
6. Seberapa sering informasi angpgaran diperbarui?
7. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui adanya pembaruan informasi anggaran?
2. Aspek Akuntabilitas

8. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan informasi anggaran pada website?

9. Bagaimana mekanisme verifikasi sebelum data dipublikasikan?

10. Apakah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan informasi
anggaran?

1. Bagaimana upaya menjaga keakuratan informasi yang dipublikasikan?

12. Apakah pernah terjadi kesalahan informasi pada website? Bagaimana cara mengatasinya?
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3. Aspek Aksesibilitas
13. Bagaimana masyarakat dapat mengakses informasi anggaran melalui website?
14. Apakah website dapat diakses setiap saat?
15. Apakah informasi yang tersedia mudah dipahami olch masyarakat umum?
16. Bagaimana jika masyarakat membutuhkan informasi yang belum tersedia pada website?
17. Apakah terdapat menu khusus mengenai informasi publik atau PPID pada website?

4. Aspek Partisipasi Masyarakat
18. Apakah masyarakat dapat memberikan masukan atau kritik terhadap informasi yang
dipublikasikan?
19. Bagaimana mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat?
20. Apakah pernah ada permintaan informasi anggaran dari masyarakat?

21. Bagaimana tindak lanjut terhadap permintaan informast tersebut?

5. Aspek Kendala
22. Apa saja kendala dalam pengelolaan website sebagai media transparansi anggaran?
23. Apakah terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola website?
24. Bagaimana kendala teknis yang sering terjadi?

25. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

6. Aspek Efektivitas Sistem Informasi Berbasis Web
26. Menurut Bapak/Ibu, apakah website sudah efektif sebagai media transparansi anggaran?
27. Apa indikator keberhasilan penerapan sistem informasi berbasis web di KPU Kabupaten
Sorong?
28. Apakah penggunaan website meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KPU?
29. Apa manfaat terbesar yang dirasakan setelah penerapan sistem informasi berbasis web?

30. Apa saran Bapak/Ibu agar transparansi anggaran melalui website dapat lebih optimal?

C. Pertanyaan Khusus Berdasarkan Informan
1. Ketua KPU Kabupaten Sorong
1. Bagaimana komitmen pimpinan dalam mewujudkan transparansi anggaran?
2. Bagaimana evaluasi terhadap implementasi sistem informasi berbasis web?
3. Bagaimana pengawasan terhadap publikasi informasi anggaran?
4

Apa kebijakan strategis untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik?
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2. Sekretaris/Kasubbag Keuangan
I. Bagaimana proses penyusunan laporan anggaran sebelum dipublikasikan?
2. Bagaimana mekanisme verifikasi laporan keuangan?
3. Apakah seluruh realisasi anggaran dipublikasikan?
4. Bagaimana memastikan kesesuaian data antara laporan keuangan dan informasi pada

website?

3. Admin Website / Pengelola Sistem Informasi
1. Bagaimana alur pengunggahan dokumen ke website?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui informasi?
3. Apakendala teknis yang sering dihadapi?

4. Bagaimana menjaga keamanan data pada website?

4, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
1. Bagaimana mekanisme pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Sorong?
2. Apakah terdapat permohonan informasi terkait anggaran?
3. Bagaimana prosedur pemberian informasi kepada masyarakat?

4. Apa bentuk evaluasi terhadap pelayanan informasi publik?

5. Masyarakat/Pengguna Website
1. Apakah Anda mengetahui bahwa informasi anggaran dapat diakses melalui website KPU

Kabupaten Sorong?

2. Bagaimana pendapat Anda mengenai kemudahan penggunaan website?
3. Apakah informasi yang tersedia sudah lengkap?
4. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan mencari informasi?
5. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dari website tersebut?
D. Penutup

"Terima kasih atas kesediaan BapakiIbu meluangkan waktu wuntuk memberikan informasi.
Seluruh informasi yang diberikan akan digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan dijaga

kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.”
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HASIL ANALISIS DATA KUALITATIF
A. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan,
mengabstraksikan, dan mentransformasikan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi

yang diperoleh selama penelitian.

Tabel A.1 Kondensasi Data Hasil Wawancara

Informan Kutipan Wawancara Kode | Tema

Ketua KPU Kabupaten | "Website digunakan sebagat media publikasi | KW-01 | Keterbukaan
Sorong laporan anggaran agar masyarakat dapat Informasi

mengakses informasi dengan mudah.”

Kasubbag Keuangan "Semua realisasi anggaran diinput sesuai | KW-02 | Akuntabilitas

laporan keuangan yang telah diverifikasi.”

Admin Website "Informasi  diperbarui apabila terdapat | KW-03 | Pembaruan
perubahan dokumen maupun laporan Informasi
realisasi.”

Operator PPID "Website juga menjadi sarana masyarakat | KW-04 | Aksesibilitas

memperoleh dokumen publik tanpa harus

datang langsung "

Masyarakat "Informasi yang tersedia cukup membantu, | KW-05 | Kendala
namun  beberapa  dokumen  belum Transparansi
diperbarui."

Hasil Reduksi Data

Berdasarkan proses reduksi data diperoleh beberapa tema utama sebagat berikut.

Tema Temuan

Transparansi Informasi | Website menyediakan informasi mengenai anggaran dan laporan
keuangan.

Akuntabilitas Setiap data yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi internal.

Aksesibilitas Informasi dapat diakses masyarakat kapan saja melalui website.

Kendala Belum semua informasi diperbarui secara berkala karena keterbatasan
SDM dan waktu.

74



B. Penyajian Data (Data Display)
Tabel B.! Matriks Penyajian Data Berdasarkan Fokus Penelitian

Fokus Temuan Lapangan Hasil Observasi Dokumentasi
Penelitian
Keterbukaan | Informasi anggaran | Menu Informasi Publik | Screenshot
Informasi dipublikasikan melalui website tersedia Website
Akuntabilitas | Data telah diverifikasi sebelum | Dokumen sesuai laporan | Laporan
dipublikasikan keuangan Realisast
Anggaran
Aksesibilitas | Website dapat diakses | Website aktif selama | Dokumentasi
masyarakat penelitian Website
Kendala Pembaruan informasi belum rutin | Beberapa menu  belum | Arsip
diperbarui Website

Tabel B.2 Hubungan Antara Indikator Transparansi dan Temuan Penelitian

Indikator Transparansi

Hasil Penelitian

Ketersediaan Informasi

Sudah tersedia melalui website resmi

Kemudahan Akses

Mudah diakses oleh masyarakat

Ketepatan Waktu

Belum seluruh informasi diperbarui secara berkala

Kelengkapan Informasi

Sebagian besar dokumen tersedia

Kemudahan Dipahami

Informasi disajikan dalam bentuk PDF dan berita

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Tabel C.1 Kesimpulan Berdasarkan Triangulasi Data

Fokus Hasil Hasil Observasi Hasil Kesimpulan

Penelitian Wawancara Dokumentasi

Transparansi | Website Informasi tersedia pada | Dokumen Transparansi
digunakan menu informasi publik anggaran telah diterapkan
sebagai media dipublikasikan | melalui sistem
publikasi informasi
anggaran berbasis web.

Akuntabilitas | Data Dokumen sesuai arsip : Laporan Proses publikasi
divenfikasi keuangan Realisasi telah memenuhi
sebelum Anggaran prinsip
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| dipublikasikan | akuntabilitas.
Aksesibilitas | Website dapat | Website aktif Dokumentasi | Sistem
diakses Website memudahkan
masyarakat masyarakat
memperoleh
informasi publik.
Kendala SDM terbatas | Update belum rutin Arsip  belum | Diperlukan
lengkap peningkatan
pengelolaan
website.
Verifikasi Data

Verifikasi dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi tekaik, dan triangulasi waktu.

Tabel C.2 Triangulasi Sumber

Informasi Ketua KPU | Kasubbag Keuangan ; Admin Website | Hasil
Publikasi Anggaran v v v Valid
Verifikast Dokumen v v V4 Valid
Pembaruan Website v v v Valid

Tabel C.3 Triangulasi Teknik
Data Wawancara Observasi | Dokumentasi | Kesimpulan
Transparansi Anggaran | N4 v Konsisten
Website v v v Konststen
Laporan Keuangan v - v Konsisten

Tabel C.4 Hasil Verifikasi Akhir

| Tema Bukti Status
Transparansi Anggaran | Wawancara, Website, Dokumen Tervenfikasi
Akuntabilitas Laporan Kenangan dan Wawancara Terverifikasi
Aksesibilitas Informasi | Observasi Website Terverifikasi
Kendala Pengelolaan Wawancara dan Observasi Tervenifikasi

76




Wawan

]
Nt

-

77



e Bl T,
e 2 X

angan dan Logistik KPU Ka¥

78



-

igor A Kumuay




Lampiran 16. Lembar Bimbingan
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